REPUBLIK INDONESIA

No.1579, 2020 KEMENKUMHAM . Tata Naskah Dinas
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa beberapa jenis dan format tata naskah dinas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Tata Naskah Dinas di Li ngkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan
pedoman umum tata naskah dinas sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas , sehingga perlu digan ti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata
Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar N egara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan (Lembaran Negara R epublik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

6. Peraturan Kepal a Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asa  si Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir  dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135) ;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN H AK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA.
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Pasal 1
Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan
naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Ma nusia.

Pasal 2
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri atas:
pendahuluan ;

jenis dan format naskah dinas;

a

b

c. penyusunan naskah dinas;

d pengendalian naskah dinas;

e kewenangan penandatanganan;

f. penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah
dinas;
pengamanan naskah dinas;

h. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah
dinas; dan

I penutup.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri i ni.

Pasal 4
Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat

dilakukan secara elektronik.

Pasal 5
Terjemahan nomenklatur dan jabatan dalam Bahasa Inggris di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia yang mengacu pada ling kup kewenangan
penandatanganan naskah dinas tercantum dalam Lampiran Il
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini .
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Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun
2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 533), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA ,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diu ndangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TATA NASKAH DINAS

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan
pengaturan cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang
kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah
satu komponen penting dalam ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia adalah administrasi umum. Ruang lingkup
administrasi umum yang berlaku meliputi tata naskah dinas berdasarkan
peraturan perundang-undangan adalah jenis dan format naskah dinas,
penyusunan naskah dinas, pengendalian naskah dinas, kewenangan
penandatanganan, penggunaan Lambang Negara dan logo dalam naskah
dinas, pengamanan naskah dinas, perubahan, pencabutan, pembatalan,
dan ralat naskah dinas.

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran
komunikasi secara tertulis dalam penyelenggaraan tugas umum dan
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Seiring dengan
perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia serta peraturan perundang-undangan, maka Tata Naskah Dinas
yang sudah ada perlu dicabut dan diganti.
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. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan dan
pembuatan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Tujuan
Tata naskah dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi
secara tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

. Sasaran

Sasaran penetapan tata naskah dinas adalah :

1. terwujudnya pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam lingkup
administrasi umum;

2. tercapainya keseragaman, keterpaduan proses dan prosedur
penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia; dan

3. lancarnya komunikasi tulis kedinasan dan kemudahan dalam
pengendalian serta tercapainya penyelenggaraan tata naskah dinas
yvang efektif dan efisien.

. Asas

Tata naskah dinas disusun berdasarkan asas:

1. Efektif dan Efisien
Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan
efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas,
spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang
baik dan benar.

2. Pembakuan
Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang
telah dibakukan.

3. Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari
segi format, isi, prosedur, kewenangan, keabsahan, dan kearsipan.

4. Keterkaitan
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Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan
administrasi umum.

5. Kecepatan dan Ketepatan
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tata naskah dinas harus
dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain
dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta
kecepatan penyampaian dan distribusi.

6. Keamanan
Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari
penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak,
pemberkasan, distribusi dan kearsipan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata naskah dinas meliputi berbagai kegiatan yang
mencakup pengaturan jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah
dinas, pengendalian naskah dinas, kewenangan penandatangan,
penggunaan Lambang Negara dan logo dalam naskah dinas, pengamanan
naskah dinas, perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah
dinas.

Untuk mencapai kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran dalam tata
naskah dinas, perlu ditetapkan format naskah yang menampung bentuk
redaksional dan tata letak serta faktor penunjang lainnya, termasuk
penggunaan media dan sampul.

F. Pengertian Umum

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan jenis dan format naskah dinas,
penyusunan naskah dinas, pengendalian naskah dinas, kewenangan
penandatangan, penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah
dinas, pengamanan naskah dinas, perubahan, pencabutan,
pembatalan, dan ralat naskah dinas.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
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komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintah daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang
menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan
Lambang Negara, logo, dan cap dinas.

Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar
burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan
yang merupakan identitas resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Cap Dinas adalah tanda pengenal berupa cap yang diterakan pada
naskah dinas atau dokumen lain sebagai bentuk pengesahan.

Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau
nama unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang ditempatkan dibagian atas kertas.

Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang
menunjukan jabatan atau nama unit kerja di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia vang ditempatkan di bagian atas
sampul surat.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah kewenangan
yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai
dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
Perubahan Naskah Dinas adalah mengubah bagian tertentu dari
naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.

Pencabutan Naskah Dinas adalah mencabut naskah dinas tertentu
karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas
yang baru ditetapkan.

Sistem Penomoran Naskah Dinas adalah penomoran yang
dipergunakan dalam naskah dinas dengan susunan sesuai klasifikasi
arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sistem Informasi Naskah Dinas Secara Elektronik adalah aplikasi yang
dibuat untuk pengelolaan seluruh persuratan secara elektronik di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2020, No. 1579
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15.

16.
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Quick Response Code yang selanjutnya disebut QR Code adalah
pencetakan yang berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi
pada naskah dengan tujuan mencegah pemalsuan dan perusakan
serta jaminan terhadap keautentikan dan keterpercayaan naskah
dinas,

Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid free) atau
memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan
tinggi dalam jangka waktu lama.
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BAB Il
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagai berikut :
A. Naskah Dinas Arahan
Naskah dinas arahan merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan
pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan
dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berupa produk hukum yang bersifat
pengaturan, penetapan dan penugasan. Naskah dinas arahan terdiri atas :
1. Naskah Dinas Pengaturan
a. Peraturan
Peraturan merupakan Naskah Dinas yang berlaku dan mengikat
secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok yang
dibuat dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Naskah dinas peraturan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pedoman
Pedoman merupakan Naskah Dinas yang memuat acuan yang
bersifat umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang perlu dijabarkan ke dalam bentuk petunjuk
operasional/teknis dan penerapannya disesuaikan dengan
karakteristik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Pedoman  ditetapkan dan ditandatangani dalam rangka
menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan pengabsahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Susunan pedoman terdiri atas :
1) bagian kepala, yang terdiri atas :

a) kop Naskah Dinas dengan nama jabatan atau nama
Kementerian yang telah dicetak menggunakan huruf kapital
tebal secara simetris;

b) kata “pedoman” dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;
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d)
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judul pedoman, yang ditulis menggunakan huruf kapital
secara simetris; dan
nomor pedoman, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris.

2) bagian batang tubuh, yang terdiri atas :

a)

b)

o)

pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran,
maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;

materi pedoman; dan

penutup, yang terdiri atas hal yang harus diperhatikan,
penjabaran lebih lanjut.

3) bagian kaki, yang terdiri atas :

a)

b)

d)

tempat dan tanggal penandatanganan pedoman;

nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman, yang
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca
koma (,);

tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan
cap dinas; dan

nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman, yang
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Format pedoman tercantum pada Contoh la dan 1b.
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CONTOH la

FORMAT PEDOMAN
YANG DITANDATANGANI MENTERI

<! Kop surat jabatan

f

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

1. Judul
PEDOMAN ynngd'i:g:mm
..................................... dengan huraf

. Penomoran yvang
berurutan dalam
satu tahun

BAB | takwin [lcalender

1. Latar Belakang Mentiat Latar

................................................................................................ belakang tentang
2. Maksud dan Tujuan ditetapkannya
pedoman, maksud

lingiup dan
pengertian

1 Terdiri atas konsepsi
o e IR s s s s s e rei K e cui K e cui e s =  pakok-
pokolk/1si pedoman
’

2 Tempat sesuai dengan

alomat  instansi dan

tanggal
penandatanganan

< Nama jabatan dan
nama lengkap tanpa
mencantumkon gelar
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CONTOH 1b

FORMAT PEDOMAN
YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI

/ﬁ\
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
( UNIT KERJA )
PEDOMAN
NRIOR  Es
BAB |
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2 Meksud dan Tujan
3 Ruanglingwp
4. Pengertian
BAB Il
B N N N S S N S S SRS S N G R G i
2 dan seterusnya.
BAB Il
dan wmnya .....................................................................................
Nama tempat. tanggal
NAMA JABATAN,
(Tanda Tangan)
NAMA LENGKAP
N o o o =

Kop surat unit kerja

T

1. Judul pedoman
yang drtulis dengan
huruf kapital

2. Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun
talowin /kalender

Memuat latar
belakang tentang
ditetapkannya
pedoman, maksud
dan tujuan, ruang
lingkup, dan
pengertian

Terdin atas konsepai
dasar [ pokok-
pokok /isi pedoman

Tempat sesum  dengan
alamat unit kerja dan
tanggal
penandatanganan

Nama jabatan dan
nama lengkap tanpa
mencantumkan gelar
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Petunjuk Pelaksanaan /Petunjuk Teknis

Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis merupakan naskah dinas
pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk
urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. Pejabat
yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis adalah pejabat yang berwenang atau
pejabat yang ditunjuk.

Susunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri atas :

1) bagian kepala, yang terdiri atas :

a) kop Naskah Dinas dengan nama jabatan atan nama
Kementerian yang telah dicetak menggunakan huruf kapital
tebal secara simetris;

b) kata “petunjuk pelaksanaan”/"petunjuk teknis” dan nama
jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf
kapital secara simetris;

c) judul petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang ditulis
menggunakan huruf kapital secara simetris; dan

d) nomor petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang ditulis
dengan huruf kapital secara simetris.

2) bagian batang tubuh, yang terdiri atas :

a) pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan
tujuan, ruang lingkup, pengertian, dan hal lain yang
dianggap perlu;

b) materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang dengan
jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian,
koordinasi, pengendalian, serta hal lain yang dianggap perlu
untuk dilaksanakan; dan

c) penutup.

3) bagian kaki, yang terdiri atas :

a) tempat  dan tanggal  penandatanganan petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis;

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c) tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis serta cap dinas; dan
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d) nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis yang ditulis dengan huruf
kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Format petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tercantum pada
Contoh 2.
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CONTOH 2

FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS

i Kop surat unit kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA 1 J\ll‘:;l Pﬂ\mj;tk
sanaarn
(UNIT KERIA ) xpxi: yang ditulis
dengan buraf
kapital

2 Penomoran yang
PETUNJUK PELAKSANAAN/TEKNIS i
..................................... ey faltistr
NOMOR . takwin /kalender

nya petunjuk
pelaksanaan, maksud
dan tujuan, ruang
lingkup, dan
pengertian umum

Memuat alasan
1. Latar Belakang > tentang ditetapkan

Menunjukkan unitan
tindakan,
pengorganisasian,
koordinasi,
pengendalian, dsb

Tempat sesuai  dengan
slamat  instansi dan
penandatanga

nan
Nama tempat, tanggal

NAMA JABATAN,

Nama jabatan dan
nama lengkap

tanpa mencantumkan
gelar

(Tanda Tangan)

:
:
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d.
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Instruksi

Instruksi merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa
petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang
menetapkan dan menandatangani instruksi adalah Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia dan tidak dapat dilimpahkan kepada
pejabat lain.

Susunan instruksi terdiri atas :

1) bagian kepala, yang terdiri atas :

2)

3)
4)

a)

b)

c)

d)

e)

kop Naskah Dinas dengan nama jabatan yang dicetak
menggunakan huruf kapital tebal secara simetris;

kata “instruksi” dan nama jabatan pejabat yang menetapkan,
yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

kata “tentang”, yang ditulis menggunakan huruf kapital
secara simetris;

judul instruksi, yang ditulis menggunakan huruf kapital
secara simetris; dan

nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang
ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca

koma (,) secara simetris.

bagian konsiderans, yang terdiri atas :

a)

b)

kata “menimbang”, yang memuat latar belakang penetapan
instruksi; dan

kata “mengingat”, yang memuat dasar hukum sebagai
landasan penetapan instruksi.

bagian batang tubuh, yang memuat substansi instruksi; dan
bagian kaki, yang terdiri atas :

a)
bj

c)
d)

tempat dan tanggal penetapan instruksi;

nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi; dan

nama lengkap pejabat yang menandatangani instruksi, yang
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
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Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga
instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-

undangan.

Format instruksi tercantum pada Contoh 3.
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CONTOH 3

FORMAT INSTRUKSI

Kepada

Urtuk
KEBATU
KEDUA

KETIGA

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKS!
MENTER) HUKUM DAN HAX ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

abahwa ... -

B0 DRI s vt oottt osstiopprmrtortf sttt sontrottsstionts =
35 FOprLn

-2

MENGINSTRUKSIKAN

1. Nama/Jabatan Pegawal,

2. Nama/Jabatan Pegawal

3. Nama/Jabatan Pagawat:

4. dan selerusnya,
- dan

MENTER!I HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA

(Tanda Tangan dan Cap)

NAMA LENGKAP

4 Kop surat jabatan

Penomoran yang
berurutan dalam satu

tahun
By takowim fkalender

} Judul instruksi yang
ditubis dengan huruf
kapital

ﬁ Memuat alasan
tentang periu
ditetapkan instruksi

Daftar  pejabat  yang
menerima instruksi

Memuat substans:
tentang armhan yang
diinstruksikan

Tempat sesuai  dengan
alamat  instansi dan
tanggal
penandatanganan

Nama jabatan dan
nama lengkap tanpa
mencantumkan gelar
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e. Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur)

Prosedur tetap (standar operasional prosedur) merupakan Naskah

Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara

pelaksanaan dan urutan kegiatan tertentu. Prosedur tetap (standar

operasional prosedur) bertujuan untuk :

1) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat
penyampaian petunjuk;

2) memudahkan pekerjaan;

3) memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan/atau

4) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur
pelaksana.

Pejabat yang menetapkan dan menandatangani prosedur tetap

(standar operasional prosedur) adalah pejabat yang berwenang atau

pejabat lain yang ditunjuk.

Susunan prosedur tetap (standar operasional prosedur) terdiri atas :

1) bagian kepala, yang terdiri atas :

a) kop naskah dinas dengan nama Kementerian yang telah
dicetak menggunakan huruf kapital tebal secara simetris;

b) tulisan “prosedur tetap” (standar operasional prosedur), yang
dicantumkan di bawah Lambang Negara/logo pengayoman,
ditulis dengan huruf kapital, serta nomor prosedur tetap
yang ditulis secara simetris di bawahnya;

c) kata “tentang”, yang dicantumkan di bawah kata “prosedur
tetap” (standar operasional prosedur) yang ditulis dengan
huruf kapital dan diletakkan secara simetris; dan

d) judul prosedur tetap (standar operasional prosedur), yang
ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris dan
diletakkan di bawah kata “tentang”.

2) bagian batang tubuh, yang terdiri atas :

a) dasar penetapan prosedur tetap (standar operasional
prosedur);

b) pertimbangan ditetapkannya prosedur tetap (standar
operasional prosedur); dan

c) prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan.
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3) bagian kaki, yang terdiri atas :
a) tempat dan tanggal penetapan;
b) nama jabatan penandatangan ditulis dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
c) ruang tanda tangan dan cap dinas; dan
d) nama pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf
kapital tanpa mencantumkan gelar.

Format prosedur tetap (standar operasional prosedur) tercantum
pada Contoh 4.
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CONTOH 4

FORMAT PROSEDUR TETAP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

T

4 4 Kop surat unit kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA ) )

Penomoran yang
berurutan dalem satu

PROSEDUR TETAP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) } e Aadeoice

Judul prosedur tetap
TENTANG }Z (standar operasional

prosedur) yang ditulis
dengan huruf kapital

PENE;.:HBUI'.UAN Mot sl

tentang perlu

ditetapkannya

1. Umum prasedur tetap
................................................................................................ 3 {standar operasional

prosedur)

Memuat perasturan

................................................................................................ yang menjadi dosar
4. Dasar ditetapkannya
prosedur tetap
{standar operasional
prosedur)

L'Imun;uklmn urutan
Pasal 1 tindskon,
pengorganisasian,
koordinasi,
..................................................................................................... mmdﬂlmn. d’b

Tempat sesuni

dengan alamat it
) kenja dan tanggal
padatanggal ... penandatanganan

JAERIAN, Nama jabatan dan

nama lengkap tanpa
(Tanda tangan) mencantumkan gelar

NAMA LENGKAP
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f. Surat Edaran

Surat

edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat

pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan

mendesak. Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani
surat edaran oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan

substansi surat edaran.

Susunan surat edaran terdiri atas :
1) bagian kepala, yang terdiri atas :

2]

3)

aj

b)

c

d)

e)

kop Naskah Dinas dengan nama jabatan atau nama
kementerian yang dicetak menggunakan huruf kapital tebal
secara simetris;

kata “Yth.”, yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi
surat edaran;

tulisan “surat edaran”, yang dicantumkan di bawah Lambang
Negara/logo pengayoman dengan huruf kapital serta nomor
surat edaran yang ditulis di bawahnya secara simetris;

kata “tentang”, yang dicantumkan di bawah tulisan “surat
edaran” serta ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
dan

rumusan judul surat edaran, yang ditulis menggunakan
huruf kapital secara simetris di bawah kata “tentang”.

bagian batang tubuh, yang terdiri atas :

a)
b)
c)

d)

e)

f

latar belakang perlunya dibuat surat edaran;

maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;

ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;

peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang
menjadi dasar pembuatan surat edaran;

isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak;
dan

penutup.

bagian kaki, yang terdiri atas :

a)
b)

c)

tempat dan tanggal penetapan;

nama jabatan penandatangan ditulis dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda baca koma |(,);

tanda tangan pejabat penandatangan dan cap dinas; dan
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d) nama lengkap pejabat penandatangan, yang ditulis dengan
huruf kapital tanpa mencantumkan gelar.

Format surat edaran tercantum pada Contoh 5a dan 5b.
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CONTOH 5a

FORMAT SURAT EDARAN
YANG DITANDATANGANI MENTERI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA )

REPUBLIK INDONESIA Daftar pejabat  yang
menerima surnt edaran

Penomoran yang
. berurutan dalam satu
tahun

takwim / lalender
SURAT EDARAN

NOMOR ........... TAHUN __.

Judul surat edaran
TENTANG yang ditulis dengan

tentang periu
LT L L o L TSR —ecteesressee dl‘!mphmyﬂ m'
2. Maksua dan Tujuan edaran, maksud dan
" tujuan, ruang lingkup
3. Ruang Lingkup dan seterusnya

1. Later Belakarg Z Memuat alasan

% }2 peraturan perundang-
3. sl surat edaran menadi dasar r
ditetapkannya surat
edaran

m‘ oot } rrm—
v V pemberitahuan
tentang hal tertentu
DRetaphan o ... vang dianggap

MENTERI HUKUM DAN HAK ABASI MANUSIA, \l Tempat sesum
dengan alamat

Instansi dan

(Tanda Tangan dan Cap) tanggalpenandatangan

mencantumkan gelar

Nama jabatan dan
Tembusan - nawma lengiap {xop
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CONTOH 5b

FORMAT SURAT EDARAN
YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
( UNIT KERJA )
yin 1
3. dan seterusnya
SURAT EDARAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
1 Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar
S isi surat edaran
0. Penutup
can saterusnya.
NAMA JASATAN,
(Tanda Tangan)
NAMA LENGKAP
| AT —

3. dan selerusnya

Kop surat unit kerja

menenma surat edamn

Penomoran yang
berurutan dalam satu
tahun

takowin/ kalender

j

Judul surat edaran
yang ditulis dengan
huruf kapital

Memuat alasan
tentang periu

ditetnpkannya surat
\ edaran, maksud dan

tujuan, ruang bngkup
dan seterusnya

Memuat ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang
memadi dosar

} ditetapkannya surat

edaran

Memuat

pember

tentang hal tertentu
yang dianggap
mendesak.

} Kota sesumi  dengan
alamat Instans: dan

tanggal
penandatanganan

Nama jabatan dan
nama lengkap tanpa
mencantumkan gelar
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